GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 360/3 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS
DESEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Menggingat

1.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

.bahwa wabah penyakit Covid-19 yang telah melanda

Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah telah mengakibatkan
banyak orang terinfeksi/tertular, menyebabkan kematian,
kerugian harta benda, terganggunya pembangunan sarana
dan prasarana, serta berdampak pada sosial ekonomi dan
perekonomian nasional/daerah;

. bahwa dalam rangka mencegah semakin banyaknya orang

terinfeksi/tertular Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa
Tengah, perlu menetapkan Status Bencana tanggap
darurat bencana wabah penyakit Covid-19 di Provinsi
Jawa Tengah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat
Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) Di Provinsi
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik 'Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 4614);

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No_mor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828),

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 quor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana Dalam
Keadaan Tertentu,

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 26);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020
tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari
2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu
Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Desease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah,;

Keputusan Gubernur Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang
Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengabh;



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kept
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,;

Inspektur Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

0 NO U W

1.Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/
0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan
Status Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan I[nfeksi
Corona Virus Desease (Covid-19) Di Jawa Tengah;

2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/

0005956 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan
Penygb'aran Corona Virus Desease (Covid-19) Pada Satuan
Pendidikan Di Jawa Tengah;

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/

0006405 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Risiko
Penularan Infeksi Corona Virus Desease (Covid-19) Pada
Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum Dan Transportasi
Publik Di Jawa Tengah;

4. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penentuan Status

Keadaan Darurat Bencana tanggal 19 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkar{ Status Tanggap Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona Di Provinsi Jawa Tengah, sejak
tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada al 27 Maret 2020




9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10.Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

11.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

12.Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13.Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.




